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ABSTRAK 
 

 

: - bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi 
Penyandang Disabilitas untuk hidup dan berkembang secara mandiri, dan 

tanpa diskriminasi, diperlukan jaminan pelindungan dan pemenuhan hak 
Penyandang Disabilitas yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah, serta peran serta masyarakat; 
 

  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; 

UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 8 Tahun 2016;  

 
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan pelindungan 

dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dengan menetapkan 

batasan istilah dalam pengaturannya. Penyandang Disabilitas adalah 
setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, 

dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi 
dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk 
berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainya 

berdasarkan kesamaan hak. Hak dan kesempatan Penyandang 
Disabilitas paling sedikit meliputi hak: hidup; bebas dari stigma; privasi; 

keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, 
dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan 
dan pariwisata; kesejahteraan sosial; aksesibilitas; pelayanan publik; 

pelindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; konsesi; pendataan; 
hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, 

berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan 
kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, 
penyiksaan, dan eksploitasi. Hak Penyandang Disabilitas perempuan 

dengan Disabilitas memiliki hak:atas kesehatan reproduksi;menerima atau 
menolak penggunaan alat kontrasepsi;mendapatkan Pelindungan lebih 

dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan untuk mendapatkan Pelindungan 
lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual. 
Anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:mendapatkan Pelindungan 

khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta 
kekerasan dan kejahatan seksual;mendapatkan perawatan dan 

pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang 
secara optimal; dilindungi kepentingannya dalam pengambilan 
keputusan;perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan 

hak anak;pemenuhan kebutuhan khusus;perlakuan yang sama dengan 
anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; 
dan mendapatkan pendampingan sosial. 
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